BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR: 061/KEP,247-HUK/2020

TENTANG

PENETAPAN CALON PERANGKAT DAERAH BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN/ATAU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN FEMERINTAH DAERAH

vienimbang

KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

a. bahwa untuk mengakselerasi pencapaian program

reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan
korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,
perlu dilaksanakan pembangunan zona integritas
menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumedang;

. bahwa dalam rangka pembangunan zona integritas

menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumedang, perlu dilakukan Penilaian
Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;

_ bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor

19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Menuju Wilayeh Birokrasi Bersih dan Meclayani di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang,
hasil penilaian mandiri pelaksanaan zona integritas oleh
Tim Penilai Internal disampaikan kepada Bupati untuk
kemudian ditetapkan dalam Keputusan Bupati;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Calon
Perangkat Daerah Berpredikat Menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi Bersib dan
Melayan: di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Sumedang;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20135 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka
Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);



Menetapkan

KESATU

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aperatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas MenUJu’
Wilayah Bebas dari Xorupsi dan Wilaya:h Bnro'krasl
Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara san Reformasi Birokrasi Nomor 52 'I"ahun 201.4
tentang Pedoman Pembangunan Zona lv"xtegntaa Menum
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wllaygh Biro}crasn
Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1813);

8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016
Nomor 11);

9. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024 (Berita
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 15);

10. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas  Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Menuju Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani  di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang (Berita
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN CALON
PERANGKAT DAERAH BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRAS( BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG.

Mc;nctapkan Calon Perangkat Daerah Berpredikat Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumedang. sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah;

b. Dinas Kesehatan;

¢. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

d. lI?iinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
ntu;

e. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:

f. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian ’

dan Pengembangan Daerah;

8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia;

h. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;



1 Badan Pengeiolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
J. Rumah Sakit Umum Daerah.

KEDUA Keputusan ini mulaj berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 2 Juni 2020

BUPATI SUMEDANG,

—_—

DONY \'{MAD MUNIR



